GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 54 TAHUN 2006
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DINAS
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a.

Mengingat

1.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan pada
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang
transparan dan akuntabel, perlu disusun Standar
Operasional Prosedur Pelayanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-
maksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat
berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar
Opeiasional Prosedur Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

Uridang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 terbang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembarar. Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahup 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Und'ang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048);
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Ncmor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 ||:mor 108, Tambahan
Lembara i Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 3<76);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomcr4138);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10

I Tahun 1984 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak

Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 1985 Seri D Nomor 17);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7
Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas
Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas
Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas
Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah,
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina
Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian
Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan
Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan,
Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan; Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan
Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah



(Lembaran Daerah Provins' Jawa Tengah Tahun 2001
Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001
tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi Dan Susunan Organisasi Susunan Dinas
Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas
Pelayanan Keperasi Dan Usaha Kecil Menengah,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina
Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian
Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan
Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan,
Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan
Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006
Nomor 3, Seri D Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor !
Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan
Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesejahteraan ' Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas
Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah,
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina
Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian
Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan
Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan,
Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan
Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002
Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2006 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas
Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas
Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Kecil Menengah, Dinas Tenaga Ker,a Dan
Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman
Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumbei Daya
Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas
PeternaKan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas
Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan
Dan  Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan,
Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi,
Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5,
Seri D Nomor 5);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daarah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002
Nomor 67);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4
Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2002 Nomor 68);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2002 Nomor 69);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7
Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Air Bawah
Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2002 Nomor 71);

Peraturan Daerah Provins» Jawa Tengah Nomor 9
Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Dan
Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 73);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11
Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2002 Nomcjr 89);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16
Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Diatas Air
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003
Nomor 114);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17
Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan



Diatas Air (Lembaran Daerah Piovinsi Jawa Tengah
Tahun 2003 Nomor 115);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12
Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa
Ketatausahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2004 Nomor 47 Seri C Nomor 2);

19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7Z2003 tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparaturl Negara
Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman

/ Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit
Pelayanan Instansi Pemerintah;

21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Apardtur Negara
Nomor KEP/26/m.PAN/2/2004 tentang Petunjuk
Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam.
Penyelenggaiaan Pelayanan Publik;

22. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun
2002 tentang Penjabaran Tugau Pokok dan Fungsi
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah adalah Unit Pelayanan Pen-
dapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4. Standar Operasional Prosedui Pelayanan adalah merupakan ukuran
yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan pengawasan
mutu dan sertifikasi benih, yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau
penerima pelayanan.

5. Prosedur Pelayanan adalah tata cara tahapan pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur
pelayanan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.



6. Persyaratan pelayanan adaiah persyaratan teknis dan administratif
yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis
pelayanannya.

. 7. Pelayanan Pendapatan Daerah adalah jenis pelayanan yang
merupakan tugas pemungutan pendapatan daerah yang diserahkan
dan menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Jawa Tengah.

BAB ||
VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN,
Pasal 2

(1) Visi Dinas adalah menjadi Dinas yang mampu mewujudkan
pendapatan yang optimal guna kemandirian pelaksanaan otonomi
daerah dengan dilandasi pelayanan yang memuaskan bagi
masyarakat.

(2) Guna melaksanakan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dinas mempunyai misi:
a. Mengupayakan pencapaian target
Mengupayakan koordinasi.
Meningkatkan kelancaran sistem.
Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mutu pelayanan.
Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

® oo o

Pasal 3

(1) Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan
adalah agar penyelenggaraan pelayanan pemungutan pendapatan
daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat waktu.

(2) Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan
adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang
sederhana, transparan, akurat dan akuntabel.

BAB I|h
"STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

( Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dinas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Mekanisme Pelayanan Dinas sebagaimana tercantum dalarr Lampiran
Il Peraturan Gubernur ini.



Pasal 6

Mekanisme Pengaduan Pelayanan Dinas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran lll Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2006

GUBERNUR JAWATENGAH
ttd
MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd
MARDJIJONO

BERITA DAERAH ROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 54
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NO

JENIS
PELAYAN
AN

l Pajak
Kendaraan
Bermotor
(PKB)

PERSYARATAN

1. KTP/ Tanda
Jati Diri yang
sah

2. Akte Pendirian
(bagi Badan
Hukum)

3. Bukti
Pembayaran
PKB tahun
yang lalu bayi
kendaraan
lama dan
faktur/
kwrtansibagi
kendaraan
baru.

4. Persyaratan
lain yp?g
ditentukan
oleh POLRI

PROSEDUR
PELAYANAN

Pendataan:

Pendataan PKB dilakukan
Dinas cq Unit Pelayanan
Pendapatan Daerah di SAM-
SAT, bersamaan dengan pe-
ngurusan SWJR dan STNK
Pendaftaran:

Kegiatan yang dilakukan oleh
Wajib Pajak PKB di Kantor
SAMSAT, dengan mengisi
Surat Pendaftaran Dan Pen-
dataan Kendaraan Bermotor
(SPPKB)

Penetapan:

Kegiatan untuk menentukan
besarnya PKB yang harus di-
bayar, sesuai ketentuan yang
berlaku dan ditetapkan de-
ngan meneroitkan Surai Ke-

tetapan Tanda Bukti Pem-
bayaran (SKTBP)
Pembayaran:

Wajib Pajak membayar PKB
yang besarnya sesuat
SKTBP pada Pemegang Kas
Penerima / PKP di Kantor
SAMSAT

Penagihan :

Kegiatan vang dilakukan apa-
bila dalam batas waktu yang
telah ditentukan (30 hari) Wa-
jib Pajak tidak me’aksondkari
pembauran.

6. Pengembangan:

¢ Informasi besarnya PKB
lewat SMS 7070

- On-tine antar SAMSAT se-
Jawa Tengah

- Pembayaran PKB melalui
fasflitas Perbankan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

WAKTU
PENYELESAIAN

Proses pendataan
sampai dengan
pembayaran PKB
1 jam.

BIAYA

Tidak dipungut bi-

aya pelayanan
pengenaan pajak
sesuai dengan
Tarip

Tarip PKB adalah:

- 15 % X Nile
Jual Kendara-
an Bermotor

(NJKB) X Bobot
untuk kendara-
an bukan umum

- 1 % X NJKB X
Bobot untuk
kendaraan
umum

- 0,5% X NJKB X
Bobot untuk
alat-alat berat /
alat besar.

PRODUK

Surat
Ketetapan
Tanda Bukti
Pembayaran
(SKTBP) PKB/
BBNKB

SARANA
PRASARANA

SARANA

1.

2.

3.
. Meja dan kursi

Formulir yang
diperlukan
Komputer LAN
Komouter on line

kerja

. Meja dan kursi

wajb pajak

PRASARANA

el =
w N

FSoo~NoaprwNe

Gedung Kantor
Ruang tunggu
Genset

Pendingin ruangan

Pesawat TV
Halaman parkir
Kantin

Tempat Ibadah

Ruang Foto Copy
. Kamar kecil / toilet
. Workshop TNKB
. Kotak Saran

Papan informasi

KOMPETENSI
PETUGAS

Pengetahuan:

- Peraturan
yang
menyangkut
PKB

Ketrampilan:

- Teknik pela-
yanan prima

- Pendidikan

LAMPIRAN |

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 54 'i'AHUN 2006
TANGGAL 17 Juli 2006
SANKSI
WAJIB PAJAIy
PETUGAS RETRIBUSI/
IUR

- Sesuat PP 30 1. Teriambut

Th 1D80 daftar 2% per

tentang bulan

Peraturan

Disipkn PNS 2. Terlambat
Bayar 2%
per bulan.

- Sesuat Perda

Nc 3Tn

-2002 *?utang

PKB

teknis perpa-
jakan dan ke-

Samsatan

Sikap:

- Komunikatif

- Empati
Jujur

- Tanggap

- Kerjasama

- Sabar

TEMPAT

46 Kantor
Bersama
SAMSAT
se Jawa
Tengah

~




SANKSI

Penerima / PKP di Kantor
SAMSAT.

Penagihan :

Kegiatan yang dilakukan apa-
bila dalam. batas waktu yang
ditentukan (2 hari) Wajib Pa-
jak tidak melaksanakan pem-
bayaran.

. Pengembangan
- On-line antar SAMSAT se-

Jdawa Vengan

- Pembayaran BBNKB me-

lalui fasilitas Perbankan

untuk Kendara-
zn Umum

-03 % dan
NJKB untuk
Alat-alat Berat /
alat besar

Tarif BBNKB atas

penyerahan kare-

na warisan ada-
fah :

C= O %  dan

NJKB untuk

‘ Kendaraan Bu-
an Umum

- 0,1\ 7o dari

NJKB - untuk
Kendaraan

Umum

- 0,03 % dari

NJKB untuk

Alat-aiat Berat/
alat besar

JENIS !
) ; , PROSEDUR WAKTU SARANA KOMPETENSI WAUIB PAJAK/
B [ TSRS, | SR | PELAYANAN PENYELESAIAN B PP PRASARANA PETUGAS PETUGAS RETRBUSI b
2 Bea Balik 1. KTP/ Tanda Pendataan : Proses peadata | Tidek dipungut bi- | Surat SARANA Pengetahuan - Sesuai PP 30 | 1. Terlambat 46 Kantcr
Nama Ken- Jati Diri yang Pendataan BBNKB dilakukan | an sampai deng- | aya pelayanan | Ketetapan 1 F i B Th. 1980 daftar 25% Bersama
daraan Ber- sah Dinas cq Unit Pelayanan | an pembayaran | pengenaan pajak | Tanda Bukti . dprr‘:iu'l:yang - Femunan tentang SAMSAT
motor » Pendapatan  Daerah  di | BBNKB 1jam. sesuai dengan | Pembayaran iperiuxan. yang - Peraturan 2. Terdambat se Jawa
(BBNKB) | 2 Akte Pendiri- SAMSAT, bersamaan Tarip yang ber- | (SKTBP)P\s/ | 2 Komputer LAN menyang Disiplin PNS Bayar 2% per | Tengah
an(bagi Ba- dengan pengurusan SWJR laku. BBNKB _ BBNKB el bulan.
A dan STNK Tarip BBNKB1 : 3. Komputer on fine Ketrampilan : No. 4 Th.
3. Bukti Pem- Pendaftaran : - 10 % dari NJKB 4. Meja dan kursi . Teknik pela- 2002 tentang
bayaran PKB Kegiatan yang dilakukan untuk Kendara kerja z;nan i BBNKB
tahun yang oleh Wajib Pajak BBNKB di an Bukan ) ) Y P
lalu, Kviitansi Kantor ~SAMSAT, dengan Umum 5. Meia dan kursi . Pendidinar,
jua! beli/bukti mengisi Surat Pendaftaran - 10 % dari NJKB wajib pajak _teknis Perpa-
penyerahan Dan Pendataan Kendaraan untuk Kendara | jakan dan ke-
bagi kenda- Bermotor (SPPKB). ;7 PRGN, ooy
raan lamu dan . Penetapan : - 3 % dari NJKB 1. Gedung Kantor .
Falft"”_ : Kegiatan untuk m=nentuk~n untuk  Alat-alat 2. Ruang tunggu ' Sikap :
Kwitansi bagi besarnya BBNKB yang harus Berat [/ alat 3. S“'";.e:. | - Komunikatif
kendaraan dibayar, sesuai ketentuan besar 4. Pendingin ruangan | . gmoati i
baru. ang berlaku dan ditetapkan ; 1 5. Pesawat TV | - Jujur |
yang ) P Tarif BBNKB i : 6. Halaman parkir T |
4. Persyaratan dengan menerbitkan Surat dan  seterusnya 7. Kantin ) Kan_ggap
lain yang Ketetapan 1anda Bukti Pem- adalah : 8. Tempst iadsh - Segasama i
ditentukan i - 1 % dari NJKB 9. Ruang Foto Copy | 202
oleh POLRI Pembaydran : untuk Kendara- *  [10. Kamar kecil / ‘oilet
Wajib Pajak untuk membayar an Bukan 1. Workshop TNKP
besamnya BBNKB cesuai Umum H2. Kotak Sara.;
SKTBP nada Pemegang Kas - 1 % dari NJKB 3. Pap=n inform.asi




NO

JENIS
PELAYAN
AN

Pajak Ba-
han Bakar
Kendaraan
Bermotor
(PBBKB)

Pajak
Pengambi-
lan Air
Bawah
Tanah
(P2ABT)

PERSYARATAN

Data pendukung
penyediaan
BBKBdffiap
Kab./Kotase
Jawa Tengah
yang dibuat oleh
PT, Pertamina
(Persero) UPMS
IV Jawa
Tengah/DIY.

1.KTP/ Tanda
Jati Diri yang
sah

2.Akte Pendki-
an (bagi Ba-
dan Hukum)

PROSEDUR
PELAYANAN

1. Pendataan:
Kegiatan pendataan Pajak Ba-
han Bakar Kendaraan Bermo-
tor dilakukan oleh Pertamina
UPMS |V selaku wajib pungut.

Selain itu Unit Pelayanan
Pendapatan Daerah  juga
mengumpulkan data penjualan
di SPBU guna dijadikan seba-
gai bahan pembanding

2. Pendaftaran :
Kegiatan yang dilakukan o'ah
Wajib Pungut PBBKB (Perta-
mina), dengan memperguna-
kan Surat Pemberitahuan Pa-
Jak Daerah (SPTPD) PBBKB.

Penetapan:

Kegiatan Lutuk menemukan
besarnya Pajak yang harus
dibayar sesuai ketentuan yang
berlaku dan  ditetapkan de-
ngan Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD).

w

4. Pembayaran:

Merupakan kegiatan  yang
dilakukan oleh Wajib Pungut
untuk membayar besarnya
pajak sesuai ketetapan yang
ditentukan dalam SKPD pada
Kas Daerah dengan memper-
gunakan Surat Setoran Pajak
Daerah ( SSPD )
5. Penagihan:

Kegiatan yang h aP/kan dpa-
uila dala.a batas wald" yang

ditentukan (30 hari) Wajib
Pungut tidak melaksanakan
pembayaran.
1. Pendataan:

Pendataan P2ABT dilakukan
oleh Dinas Pertamoangar dan
Energi Provinsi Jawa Tengah
Cg. BPPE bersama dengan Dinas
Pendapatan Daerah Provhsi
Jawa Tengah Cq. Uni Pelayanan
Pendapatan Daerah

WAKTU
PENYELESAIAN

Proses penyam-
paian SPTPD,
penerbitan SKPD
dan Pembayaran
dilakukan dalam
waktu 2 hari.

Proses  pendata
an s/d penetapan
1 hari.

BIAYA

Tidak dipungut bi-

aya pelayanan
pengenaan pajak
sesuai dengan
Tarip

Tarip PBBKB ada-
lah : 5 % dari har
ga pokok BBKB
sebelum Pajak

Tidak dipungut bi-

aya pelayanan
pengenaan pajak
sesuai dengan
Tarip

Tarip P2ABT ada-
lah 20 % dAri
N.P.A.AB

1.

1.

2.

PRODUK

Surat
Ketetapan
Pajak
Daerah
(SKPD)

Bukti
pelunasan
PBBKB

Surat
Ketetapan
Pajak
Daerah
(SKPD)

Bukti
pelunasan
P2ABT

SARANA
PRASARANA

SARANA

1. Formulii yang
diperlukan.

2. Komputer LAN

3. Meja dan kursi
kerja

4. Meja dan kursi
wajib pajak

PRASARANA

1. Gedung Kantor
2. Ruang tunggu

3. Pendingin ruangan

4. Pesawat TV
5. Halaman parkir
Tempat Ibadah

7. Kamar Keci / toilet

SARANA

1. Formulir yang
diperiukan.

2. Komputer LAN

3, Meja dan kursi
kerja

KOMPETENSI
PETUGAS

Pengetahuan:
- Peraturan yg

menyangkut
PBBKB

Ketrampflan:

- Teknik pelaya-
nan prima

- Pendidikan
teknis Perpa-
jakan

Sikap:

- Komunikahf

- Empati
Jujur

- Tanggap

- Kerjasama

- Sabar

P&jgetahuan:

Peratuic.i /ang
menyangkut
P2ABT

KetrampHan;

- Teknik pelaya-
nan prima

SANI S!
WAJIB PAJAK/
RETRIBUSI/
IUR

PETUGAS

Sesuai PP
30/1980
tentang
Peraturan
Disiplin PNS

Terlambat
Bayar 2% per
bulan.

Sesuai
Perda No. 5
/2002
tentang
PBBKB

Tertambat
Bayar 2% per
bulan.

Sesuai PP 30
Th. 1980
tentang
Peraturan
Disiplin PNS
Sesuai Perda
No. 7 Th.
2002 tentang
P2ABT

TEMPAT

Di Kantor
Pusat
Dipenda
dan 37
uUn<t
Pelayanan
Pendapat
an
Daerah se
Jateng

37 Kantor
Unit
Pelayanan
Perxiapat
an

Daerah se
Jawa
Tengah



SANKSI ]
JENIS
: PROSEDUR WAKTU SARANA KOMPETENSI WAUIB PAJAK/
w4 PRGNS | SR PELAYANAN PENYELESAIAN " IR PRASARANA PETUZAS PETUGAS | RETRIBUSY | |EMPAT
: IUR
3. ljin Pengam- 2. Pendaftaran : 3 4. Meja dan kursi - Pendidikan
bilan ABT (ba- Kegiatan yan, diakukan oleh waijib pajak teknis. !
gi yang belum Wajb Pajak P2ABT d Ut Perpajakan i
berijin tetap) Pelayanan Pendapatan Daerah, !
didaftar dan setelah pengisian Surat
diminta untuk Pemberitahuan Pajak Daerat
segera me- (SPTPD) P2ABT  Daerah
ngurus ijinnya) (SPTPD ) P2ABT.
3. Penetapan : PRASARANA jakan
Eegiatan gm“"‘( menen't‘ukan 1. Gedung Kantor Sikap ‘
esamya Pajak yang harus 2. Ruang tungqu _ i
dibayar sesuai ketentuan yang 3, Gensgt e . Eomuglkahf :
berlaku dan ditetapkan de- 4. Pendingin ruangan | _ 'rppa
ngan Surat Ketetapan Pajak 5. Pesawat TV B }l;l:;gap
Daerah (SKPD) P2ABT. 6. Halaman parki - Kerjasama
4. Pembayaran : 7. Kantin . 3abar
Waijib Pajak untuk mei..bayar 8. Tempat Ibadah
besamnya pajak sesuai SKPD 9. Kamar kecil / toilet
ke «as Daerah atau tempat 10. Kotak Saran
lain yang ditetapkan oleh Gu- '
bernur (Pemegang Kas Pene-
rima / PKP).
5. Penagihan :
Kegiatan yang dilakukan apa- '
bila dalam batas waktu vang |
ditentukan (30 hari) Wajib Pa- |
jak tidak melaksanakan pem-
bayaran.
S Pajak 1. KTP/ Tanda 1. Pendataan : Proses penuata | Tidak dipungut | 1. Surat SARANA Pengetahuan : - Sesuai PP 30 | Terlambat 37.Kantor
Pengambi- Jati Diri yang Pend=*aan P3AP diakukan oleh | an s/d penetapan | biaya pelayanan Ketetapan | 1. Formulir yang Peraturan yang Th. 1980 Bayar 2% per Unit
lan Dan sah Dinas Pengelolaan Sumber Daya | 1 hari. pengenaan pajak Pajak i diperiukan. menyangkut tentang buian. Pelayanan
Pemanfaat- Air Provinsi Jawa Tenqgah bersa- sesuai  dengan Daerah i 2. Komputer LAN P3AP Peraturan Pendapat
an Air 2. Akte Pendiri- ma dengan Dimas Cq. Unit Tarip (SKPD) ! 3. Meja dan kursi Disiplin PNS an
P it a i Ra- | i Ket an Zaerali s
(;;;7\1;) aan dgn(t;_lag;(:ma) Pt Pensiapiinty Dosly 1 arip P3AP . Pukti A :ﬂerj'ad y etram‘f fr - Sesuai Ferda Ja:,; h
2. Pendaftaran : adalah 20 % | pelunasan | * w:'Ji: naapa!'((um - Teknik ;claya- No. 7 Th. Tengah
3. ljin P3AP Kegatan yang diakukan oleh dariNPA AB | P3AP. 1 jib pajak. nan prima 2002 tentang
ol Waik Pajak P3AP di Unit Pate- ! ARG . i’e%ﬂdg:* _ P2ABT
belum berijin yanan Pendapatan. Daerah, sete- a { e
tetap didaftar +lah pengisian Surat Pemberita- 1. Gedung Vantor jakan
p s \wan Pajak Daerah (SPTPD) 2. Ruang tunggu ,
an diminta P3p_ 3. Genset Sikap
:ﬁk;igera 3. Penetapan : 4. Pendingin ruangan | - Komunikatif
ijinnyga) Kegiatan untuk mener.tukan 5. Pesawat TV - Empati
besamya Pajak yang harus 6. Halaman parkir - Jujur
dibayar sesuai ketentuan yang 7. Kantin - Tanggap
berlaku dan ditetapkan de- 8. Tempat Ibadah - Kerjasama
ngan Surat Ketetapan Pajak 9. Kamar kecil/toilet - Sabar
Daerah (SKPD) P3AP 16. Kotak Saran »




JENIS
NO PELAYAN PERSYARATAN
AN
6 Pajak 1. KTP/Tanda
Kendaraan Jati Diri yang
Diatas Air sah
(PKAA)

2. Akte Pendirian

w

(Bagi Badan
Hukum)

. Kelengkapan

surat-surat
kapal

PROSEDUR
PELAYANAN

4. Pembayaran:
Wajib Pajak untuk membayar
besarnya pajak sesuai SKPD
ke Kas Daerah atau tempat
lain yang ditetapkan oleh Gu-
bernur (Pemegang Kas Pene-
rima/PKP).

a1

. Penagihan:

Kegiatan yang dilakukan apa-
bila dalam batas warctu yang
ditentukan (30 hari) Wajib Pa-
jak tidak melaksanakan pem-
bayaran.

1. Pendataan:
Pendataan PKAA dilakuka.i
Dinas Cqg. Unit Pelayanan

Pendapatan Daerah

2. Pendaftaran:
Kegiatan yang dilakukan oleh
Wajfo Pajak PKAA di Un*t
Pelayanan Pendapatan
Daerah, setelah  pengisian
Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPD) PKAA.

w

. Penetaoa.i:
Kegiatan unt.'k menentukan
besarnya Pajak yang harus
dibayar sesuai ketentuan yang
bedaku da i ditetapkan dengan
Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) PKAA.

' 4. Pembayaran:

Wajib Pajak untuk membayar
beoamva pajak sesuai SKPD
Ke Kas Daerah atau tempat
lain yang ditetapkan deh Gu-
bernur (Pemegang Kas Pene-
rima/PKP).

5. Penaghan:
Kegiatan yang dilakukan apa-
bila dalam batas waktu yang
ditentukan (30 hari) Wajib Pa-
jak tidak melaksanakan pem-
bayaran.

WAKTU
PENYELESAIAN

Proses pendata
an sampai de-
ngan penetapan
1 minggu.

BIAYA

Tidak dipungut bi-
aya pelayanan,
pengenaan pajak
sesuai dengan ta-
rip yang beriaui
Tarif PKAA ada-
lah : 1,5% dari
Ni‘ai Jual Kendara
an Di Atas Air

PRODUK

i. Surat
Ketetapan
Pajak
Daerah
(SKPD)

Z Bukti

pelunasan
PKAA

SAKANA

PRASARANA

SARANA

1. Formulir yang
df>eriukan.

2. Komputer LAN
3. Meja dan kursi

kerja

4. Meja dan kursi
wajib pajak

PRASARANA

Cedung Kan*>r
Ruang tunggu
Genset

Pendingin ruangan

Halaman parkir
Kantin

1

2.

3.

4.

5. Pesawat TV
6.

7.

8. Tempat Ibadah
9.

Kamar kecil / toilet

10. Kotak Saran

KOMPETENSI

PETUGAS

Pengetahuan

Peraturan
yang

menyangkut

PKAA

Ketrampilan:

- Teknik pelaya-

nan prima

Pendidikan

tehnis Perpa-

jakan

Sikap :

Komunikatif
Empati
Jujur
Tanggap
Kerjasama
Sabar

SANKSI

WAJIB PAJAK/

PETUGAS RETRIBUSI/
IUR
- Sesuai PP 30 TertamLat
Th.1980 Bayar 2% per
tentang bulan
Peraturan
Disiplin PNS

- Sesuai Perda
No. 16 Th.
2003 tentang
BBNKAA

TEMPAT

37 Kantor
Unit Pela-
yanan Pen-
dapatan
Daerah se
Jawa
Tengah



’ SANKS!
! JENIS PROSEDUR WAKTU SARANA KOMPETENSI
| NO | PELAYAN | PERSYARATAN PELAYANAN PENYELESAIAN BIAYA PRODUK PRASARANA PETUGAS PETUGAS |  ReTREi’ | TEMPAT
i AN
; IUR
' 7 Bea Balik 1. KTP/ Tanda 1. Pendataan : Proses  penda- | Tidak dipungut bi- | 1. Surat SARANA Pengetahuan : - Sesuai PP 30 | 1. Terlambat 37 Kantor
Nama Ken- Jati Diri yang Pendataan BBNKAA dilakukan | taan sampai de- aya pelayanan pe Ketetapan 1. Formulir yang - Peraturan yg Th. 1980 Daftar 25% UPPD
daraan Dia- sah Dinas Cq. Unit Pelayanan | ngan penetapan | ngenaan pajak se Pajak Dae- diperiukan. menyangkut tentang Dip=nda
tas Air - - Pendapatan Daerah 1 minggu. suai dengan Tarip ran (SKPD) N SBNKAA Peraturar 2. Terlambat Se Jawa
(BBNKAA) | - Akte Pendirian . yang berlaku 2. Buki 2. Komputer LAN _ il Disiplin PNS Bayar 2% per | Tengah
( bagi Badan 2. Pendaftaran : ; - o 3. Meja dan kursi Ketrampilan : ) st
Hukum ) Kegiatan 'yang diakukan oleh Tarip BBNKAA : pelunasan o ' - Sesuai Perda i
Wajib Pajak BBNKAA di Unit = BBNKAA . Kenja - Teknik pelaya- No. 17 Th.
3. Kelengkapan Pelayanan Pendapatan Daerah, - Baru 5% 4. Meja dan kursi nan prima 2003 tentang
surat-surat setelah pengssian Surat - Lama1% waijib pajak - Pendidikan R
kapal Pemberitahuan  Pajak Daerah texnis P
; (SPTPD) BBNKAA. - Warisan / Hibah texnis Perpa-
4. Buks 0,01 % Dari Jutars
Peayerahan 3. Penetapan : Nilai Jual PRASARANA —
hak atas KAA . Kegiatan untuk menentukan Kendaraan di 1. Gedung Kantor il e
besarnya Pajak yang harus Atas Air 2. Ruang iunggu - Kor.‘.umk.;hf
dibayar scsuai ketentuan yang 3. Genset - Empati
berlaku dan ditetapkan de- ' 4. Pendingin ruangan | - Jujur
ngan Surat Ketetapan Pajak 5. Pesawat TV - Tanggap
Daerah (bKPD) BBNKAA. 6. Halaman parki[ & Kerjasam.a =
7. Kantin - Sabar
4. Pembayaran : . h
Wajib Pajak untuk membayar 8. Tempat Iba‘dla " ,
besarnya pajak sesuai SKPD 9. Kamar kecil / toilet /
kc Kas Daerah atau tempat 10. Kotak Saran
lain yang ditetapkan oleh
Gubermur  (Pemegang Kas
Fenerima / PKP).
’ 5. Penagihan : |
i Kegiatan yang dilakukan apa- j
bila dalam batas waktu yang !
! ditentukan (30 harij Wajib |
Pajak tidak melaksanakan i
pembayaran.
i 8 Pelayanan 1. Permohonan 1. Wajib Pajak dat.ag ke Ur* | 3 hari setelah Tidak dikenakan xestritus SARANA i Pengetahuan Sesuai PP 3C - 37 Kantor
Pemberian wajib pajak Pelayanan Pendapatan | pengajuan. biaya ! i | P Th. 1980 EJf"it
I Restitusi 3 & ) Daerah dengan membawa t1 iom}ulir yang L~ oG tentang Fel=yauan
; : 4 Ui;gantar dari terkas permnhonan ! | diperitkar. ;)Zr;t:a(}gkan Pgra:uran Perciapat
+ . : ipli an
Pelayanan 2. Dilakukan perhitungan oleh 2. Komputer LAN o Disiplin PNS B
Pendapatan Dinas. 3. Meja dan kursi Ketrampilan : Jaw=
~ j e 3. Restritusi dapat dialihkan kerja < Teknk pels- o
3. Bukti untuk  pembayaran pajak ! 4. Meja dan kursi yanan puma
kelebihan daerah yang lain atas nama | waijib pajak - Pendidikan
pemb=yaran dan alamat sama. tehnis Perpa-
jakan
i
]




SANKSI
$ JENIS PROSEDUR WAKTU ' SARANA KOMPETENSI
MO | PELAYAN | PERSYARATAN (A WAJIB PAJAK/
e PELAYANAN PENYELESAIAN BIAYA PRODUK PRASARANA PETUGAS PETUGAS RETRIBUSy | TEMPAT
IUR
PRASARANA Sikap
1. Gedung Kantor - Komunikatif
2. Ruang tunggu - Empati
3. Gensel - Jujur
4. Pendingin - Tanggap
ruangan - Kerjasama
5. Pesawat TV
6. Halaman parkir - Sabar
7. Kantin
8. Tempat Ibadah
9. Kamar kecil / toilet
10. Kotak Saran
9 Retribusi Mengunakan, . Pendataan asset-asset milik | Proses pendata | Tidak dipungut bi- | Ketetapan dan 1. Ruang tunggu Pengetahuan : Sesuai PP Sanksi 37 Uit
Pemakaian memanfaatkan Peme:intah Provinsi an sampai deng- | aya, sedang be- | pembayaran G - Teknis No 30 Tahun | administrasi Pelayanan
Kekayaan asset milik Pe- . Pendaftaran terhadap asset — | 80 Penetapan | samya tarip se- | RPKD 2. Komprster Pemungutan 1980 tentang | bunga sebesar | Pendapat '
Oaera. merintah Prov. ~zset milik Pe.nerintah Pro- | 30 (tiga .« puluh) | suai lampiran Per 2. Nesin Ketik Retridusi Peraturan 2 % setiap an
berupa vinsi yang akan digunasan / | Menit | da Nomor 11 Th. - Kebijakan Disiplin PNS | butan Daerah
a. Rumat: Dinas dimanfaatkan e s T— mwaia'. - Sesuai
b.Ruang Kantin | 3. Penetapan besamya Tarip 5. Blanko/Formulir Perda 11
dan Fotocopy Retribusi terhedap asset yang Refribusi Ketrampilan: Tahun 2002
€. Gedung/ Aula digunakar/dimanfaatkan  de- - TeknilkPelaya
d. Lapangan ngan SKRD. nan P“ma
Tenis . Pembayaran rasamya Retri- . /
T e— busi ke PKPP pukaa PKB / S":(apf -
lahar. untuk BENKB - Eomr;x ¢
Parkar - Ketekian Kerja
- Kejujuran
- Responsif
- Kerjasama
I 10 | Retribisi Pemenang . Pendataan kayu yang akan | Proses pendata- | Tidak dipungut bi- | Tanda Bukti 1. Ruang tunggu Pengetahuan : Sesuai PP I Sankst Leizng
! " Tempat Lelang Hasil dilelany oleh Perhutani mau- | an sampai deng- aya, sedang be- | pembayaran 2. Komputer ! - Teknis No 30 Tahun  ~fminstasi - | Sesar .2
| Felelanaan Hutan pun Dinas Kekutanan khusus | an penetapan | sarnya tarip se- 3. Mesin ke ik Pemungutan 1980 tentang | buiiga sepcsar | Unit
[ Hasit Hut~n untuk kayu sitaan 30 (tiga puluh). | suai lampiran Per 4. Kalkulator Retribusi Peraturan 2 % setiag ‘ Pefayanan
! . Pendaftaran peserta lelung menit da Nemor 17 Th, 5. Blanno/fermuiir | - Kebijakan Oteiplin NS+ bu'an Pendzpzt
! ] . Penetapan  Lesaniya {arif 2002 Retribusi tenta:.g f an
Rctribusi dengan SKRD. Kepegawaian Sesuai Daerah
. Pembayaran besamya Retri-'-\( Perda No. 17
busi ke PKPP bukan PKB /. S S Ketrampitan: Tahun 2002 Lelang
BBNKB S - Tekniik Kecd
- Pelayanan tergam
Prima tung sada
kebigzkan
Sikap : Pertustani
- Komunikatif
- Empati
I




SANKSI -
JENIS PROSEDUR WAKTU SARANA KOMPETENSI WAJIE PAJAKT
NO PELAYAN | PERSYARATAN PELAYANAN PENYELESAIAN BIAYA PRODUK PRASARANA PETUGAS P 4 TEMPAT
AN ETUGAS RETRIBUSY/
IUR
- Ketelian Kerja
- Kejujuran
- Responsif
- Kerjasama
11 | Retribusi Pengisian - Pendataan obyek-obyek ken- | Proses pendata- | Tidak dipuagut bi- | Stiker RPJK 1. Ruang Khusus Pengetahuan : Sesuai PP Sanksi 37 Unit
Pelayanan Blanko : daraan bermotor an sampai de- | aya, sedang be- - Teknis Nomor 30 Admiristrasi Pelayanan
Jasa . | ngan penetapan | samya tarip se- 2. Komputer Penerimaan Tahun 1980 | 2 % setiap Pendapat
Ketata- a. SPPKy - Penetapan besamya Tarif | 4g (lima belas) | suai lampiran Per 3. Kalkulator Retribusi tentang bulan an
usahaan b. SKFPD Retribusi aergan SKRD.atau | menit da Prov. Nomor ' - Kebijakan  Peraturan Dzerah se
Dokumen lain yang diper- 12 Th. 2004 4. Stempel Tanda tentang Disiplin PNS. Jawa
c. SKFAD samakan dalam bentuk TPR Lunas RPJK Kepegawaian O Tengah
d. SKPD - Pembayaran besamya Retri- 5. Stempel Tanda Ketrampilan: No. 12Tahun
vusi ke PKPP bukan PKB / Bekas RPJK - Teknilk 2004
BBNKB . . - Pelayanan
6. Blanko/ Formulir Brima
Retribusi
Sikap :
- Komunikatif
- Empati
- Ketelian Kerja
2 | Sumbangan | 1. Surat Pemya- | 1. DealeriSubdealer  membuat  Proses pendata- | Tiidak dipungut b- | Tanda bukti 1. Surat Pernvataan | - Kejujuran Sesuai PP 3T Unit
' Pihak Keti- taan. Kesang- Surat Pernyataan Kesanggup | an sampai deng- aya tetapi penge- | pembayaran Kezanggupan " - Responsif No 30 Tahun Feiayanan
ga kepada c'pan  mem- an memberikan Sumbangan | an penetapan 10 | naan SP.lI sesuai pemberian Sum- | - Kerjasama 1980 tentang Pendapa
Daerah berikan Sum- Pihak Ketiga (sepuluh) menit Kepgub  Jateng bangan Pihak Ke- | Pengetahuan : Peraturan an -
Atas Pen- bangan Pihak Nomor 31 Tahun tiga - Teknis Disipli PNS Dzerah se
jualan Ken- Ketica - Dealer/sub  dealer dengan 2004 Penerimaan X Jawe
daraan melampirkan fotocopy faktur Sumbangan Sesuai Perda Tengah
Bermotor 2. Faktur penjual penjualan memberikan sum- 2. Tanda Bukti Pem- | _ Kebijakar, Nomor 10
Baru an kendaraan bangan- pihak ketiga melalui bayaran tentang Tahun 1984
bermotor baru PKP bukan PKE pada Unit | Kzpegawaian
! { Pelayanan Pendapatan 3. Surat Tanda Setor | Ketrampilan : |
! Daeran ik - Teknitk ‘
PKP bukan PKB menyetcr- | - Pelayanar
! kan peierimaan sumbangan ‘ana
ke <as Daerah °rvinsi Jawa Sikap : S 4
Tengah - Komunikatif \
- Empati Sl T
- Ketelian Kerja :
- Kejujuran
- Responsif
- Kerjasama




hio

13

JENIS
PELAYAN
AN

Sumbangan
Pihak
Ketiga atas
pembelian
kayu mela-
lui penjual-
an lang-
sung dan
penjualan
dengan
perjanjian
dari PT.
PERHUTA-
NI Unit |
Jawa
Tengah

PERSYARATAN

Bukti pembelian
kayu

1. Pengusaha / pembeli

PROSEDUR
PELAYANAN

kayu
yang melaksanakan transaksi
pembelian  kayu dari PT.
PERHUTANI Unit | Jawa Te-
ngah dikenakan SP.lIlIl yang
dipungut oleh PT. PERHU-

TANI yang ditunjuk sebagai
WAPU

. WAPU menyetorkan pene-
rimaan SP.lIl kepada PKP
bukan PKB pada Unit
Pelayanan Pendapatan

Daerah setempat

. PKP bukan PKB menyetorkan

penerimaan SP.Il ke Kas
Daerah Provinsi Jawa Tengah

WAKTU
PENYELESAIAN

Proses pendata-
an sampai deng-
an penetapan 15
(lima belas) menit

BIAYA

Tidak dipungut bi-
aya tetapi penge-
naan SP.llIl sesuai
Perda Nomor 10 /
1984 dan Kepgub
Jateng Nomor 60
Tahun 2002

PRODUK

Tanda bukti
pembayaran

1.

SARANA
PRASARANA

Tanda Bukti Pem-
bayaran

Surat Tanda Setor
an WAPU kepada
PKP bukan PKB

Surat Tanda Setor
an PKP bukan
PKB ke Kas Dae-
rah Provinsi Jawa
Tengah

KOMPETENSI
PETUGAS

Pengetahuan:

- Teknis
Penerimaan
SP3

KetrampHan:

- Teknilk

- Pelayanan
Prima

Sikap:

- Komunikatif

- Empati

- Ketelitian

- Kejujuran

- Responsif

- Kerjasama

SANKSI

PETUGAS

PP Nomor
30 Tahun
1980 tentang
Peraturan
Disiplin PNS

Perda Nomor
10 Tahun
1984

GUBERNUR JAWATENGAH

MARDIYANTO

ttd

WAJIB PAJAK/
RETRIBUSI/
IUR

TEMPAT

13 Unit
Pelayanan
Pendapat-
an Daerah
se Jawa
Tengah



1.

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR JAWA
TENGAH

NOMOR 54 TAHUJN 2006
TANGGAL 17 Juli 2006

MEKANISME PERMOHONAN PELAYANAN
“DINAo PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAGAN MEKANISME PELAYANAN PAJAK KENDARAAN 3ERMOTOR ( PKB)

Surat Pendaftaran Dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB).
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Keterangan :

1.

2.

3. Pembayaran.
4. Penyetoran.
5. Pelaporan.

§ 213

DIPENDA /
POLRi / JASA
RAHARJA
({ SAMSAT )

———p} .

|

m

WAJIB
PAJAK

-__/-

> Arus dokumen
> Arus uang

UPPD DIPENDA DIPENDA
PROVINSI = PROVINSI

JAWA TENGAH I 5 JAWA TENGAH

KANTOR KAS
DAERAH
PROVINS!
JAWA TENGAH




2. BAGAN MEKANISME PELAYANAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ( BBN.KB )

A DIPENDA /
POLRI / JASA UPPD DIPENDA DIPENDA PROVINSI
RAHARJA 5 PROVINSI 5 JAWA TENGAH
(SAMSAT) JAWA TENGAH
4
1 3
2 :
1
]
H
]
[ “x
- e
| waus
PAJAK M KANTOR KAS
DAERAH
PROVINSI
JAWA TENGAH
Ketegangan :
1. Surat Pendaftaran Dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB).
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
3.  Pembayaran.
4. Penyetoran.
5.  Pelaporan.

> Arus dokumen
» Arus uang



3. BAGAN MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)

2 .
e ” N
PERTAMINA > ™' DIPENDA PROVINSI <
— | AWA TENGAH
3 : -6
: UPPD )
] DIPENDA
4 PROVINSI
H JAWA TENGAH
KANTOR KAS T
DAERAH 5 l
PROVINSI SPBU :
JAWA TENGAH -

Keterangan:

Data Penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) per Kabupaten / Kota

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPTPD PBB KB)
Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor (SKPD PBB KB)

Surat Setoran Pajak daerah (SSPD)

Data Penjualan Sub Pompa Bensin Untuk Umum (SPBU)

Laporan Penjualan BBKB di SPBU dari Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Dipenda
Arus dokurnen

............................ > Arus uang

ook WN e




4. BAGAN MEKANISME PELAYANAN PAJAK PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH ( P2ABT )

BPPE DiSTAMBEN DIPENDA PROVINSI
A PROV JATENG JAWA TENGAH
y N ) — ] o
Z g UPPD DIPENDA 6
— > l _ PROVINSI JAWA TENGAH
1 3 p= :
-~ }
'S5
v !
s - v
[, ”l r—
e 4 KANTOR KAS
WAJIB ’ DAERAH
PAJAK PROVINSI
JAWA TENGAH
Keterangan :
1. Berita Acara Pengambilan Air Bawah Tanah (ABT)
2. Data Pengambilan ABT Nilai Perolehan Air (NPA)
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
4. Pembayaran
5. Penyetoran
6. Pelaporan

= Arus dokumen
> Arus uang



5. BAGAN MEKANISME PELAYANAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN ( P3AP)

BALAI PSDA PROVINSI l —— ", DIPENDA PROVINSI
SAWA TENCAH l : JAWA TENGAH
ry | : —
2 UPPD DIPENDA 6 T_
»| PROVINGI JAWA TENGAH

I 3 v :

S
1 J' v

| KANTOR KAS
DAERAH
PROVINSI
Keterangan JAWA TENGAH

Berita Acara Pengambilan Air Permukaan (AP)
Data Pengambilan AP Nilai Perolehan Air (NPA)
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
Pembayaran

Penyetoran

Pelaporan

Sk Wb

>  Arus dokumen
> Arus uang



6. BAGAN MEKANISME PELAYANAN PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR ( PKAA)

DINAS PERHUBUNGAN / DINAS —

PERIKANAN DAN KELAUTAN DIPENDA
FROVINSI JAWA TEMCAH PROVINSI
JAWA TENGAH
UPPD / _
DIPENDA | " 6 i
PROVINSI
"] JAWA TENGAHK
E
I
[ 51
| :
WAJIB y
PAJAK , KANTOR KAS
' DAERAH
PROVINSI
| JAWA TENGAH
Keterangan : | '
1. Data Pemilik Kapal
2. Daftar Pemilik Kapal
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
4. Pembayaran
5. Penyetoran.
6. Pelaporan.

» Arus dokume..
——————————————————————— >  Arus uang




BAGAN MEKANISME PELAYANAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DIATAS AIR ( BBNKAA }

DINAS PERHUBUNGAN / DINAS
PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROVINSI JAWA TENGAH

”
r
] 4
4
- 4
L
’ d
rd
4
>,
”
4
”
”,
I'd
4

L
]
|
]
WAJIB
PAJAK
Keterangan:

ok wNE

Data Pemilik Kapal

Daftar Pemilik Kapal

Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD)

Pembayaran
Penyetoran.
Pelaporan.

=
>

Arus dokumen
Arus uang

UPPD
DIPENDA
PROVINSI
JAWA TENGAH

|
x
|
|
|
1
|

\/

KANTOR KAS
DAERAH
PROVINSI
JAWA TENGAH

%

A

DIPENDA
PROVINSI
JAWA TENGAH



*8. BAGAN MEKANISME PELAYANAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DINAS PENCAPATAN DAERAH
PROVINS! JAWA TENGAH —~
’—"f'““_"/

A
%

UPPD DIPENDA PROVINS!
JAWA TENGAH

WAJIB RETRIBUSI

KETERANGAN

1.

ok wn

Wajib Retribusi mengajukan permohonan Pemakaian Kekayaan Daerah
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pemakaian Kekayaan Daerah
Pembayaran

Penyetoran

Pelaporan

Arus Dokumen

1 » Arus Uang

r

KANTOR KAS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



9. BAGAN MEKANISME PELAYANAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN HASIL HUTAN

DINAS FENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

i

-
-

UPPD DIPENDA PROVINSI -7

JAWA TENGAH
GCoyek Retribue’ ] ‘:‘
Tempat Pelelangan Hasil 1 2 -3 :
Hutan :
r A
—
T _ | _ WAJIB RETRIBUSI

L "

KETERANGAN:

1.

ok owd

Wajib Retribusi mengajukan permohonan Pelayanan Tempat Pelelangan Hasil Hutan
Penetapan Retribusi

Pembayaran

Penyetoran

Pelaporan

= Arus Dokumen

» Arus Uang

KANTOR KAS
DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



10. BAGAN MEKANISME PELAYANAN RETRIBUSI JASA KETATAUSAHAAN

DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

ik

UPPD DIPENDA PROVINSI

JAWA TENGAH
Obyek RPJK

SKFAD i 4
SKFPD 2
SPPKB 1 !
SK Pengurangan !

‘ i

AW

WAJIB RETRIBUSI

KETERANGAN:

1.

g wn

Wajib Retribusi mengajukan permohonan Pelayanan Jasa Ketata Usahaan
Pembayaran
Penempelan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi
Penyetoran
Pelaporan
=_ Arus Dokumen

» Arus Uang

Eod

--------- X\

S

S

KANTOR KAS
DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



11. BAGAN MEKANISME PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR BARU

DIPENDA PROVINSI
JAWA TENGAH

A
6

A
UPPD DIPENDA t; ( KANTOR KAS
-k PROVINSI DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH JAWA TENGAH
A b4
2;|
3
KANTOR ( DEALEF!IM)
SAMSAT
PEMBEI!
KETERANGAN :
1. Faktur
2. Pembayaran
3. Pendaftaran
4. Pelaporan
5. Penyetoran
6. Pelaporan

—p. Arus Dokumen

Arus Uang



12. MEKANISME PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI PT. PERHUTANI (Persero) UNIT | JAWA TENGAH

DIPENDA PROVINSI
JAWA TENGAH

|

UPPD DIPENDA 3 KANTOR KAS
PROVINSI  [-ccecanoo > DAERAH PROVINS|
JAWA TENGAH JAWA TENGAH
J
]
]
2;
A
I
11
:
KETERANGAN : PEMBELI _l—'
1. Pembayaran
2. Penyetoran
3. Penyetoran
4. Pelaporan GUBERNUR JAWATENGAH

P Arus Dokumen

ttd
> Arus Uang

MARDIYANTO

e L e L



LAMPIRAN Il
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 54 TAHUN 2006
TANGGAL 17 Juli 2006

MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADUAN PELAYANAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KELUHAN DARI MASYARAKAT
PENGGUNA JASA

'

PETUGAS / SUB BAGIAN
umMum

|

TIM PENAMPUNG DAN
PENYELESAIAN PENGADUAN
MASYARAKAT

|

4,—
‘7

ANALISA
DISETUJUI 4 MASALAH —_— DITOLAK —_1

TINDAK LANJUT
(PEMECAHAN DAN PENYELESAIAN)

GUBERNURJAWATENGAH
ttd
MARDIYANTO



